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BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR |1 TAHUN Lolp

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

bahwa Letentuan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan telah ditetapkan dalam FPeraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dalam pelaksanaan
pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu
diatur secara teknis ketentuan mengenai Tata Cara Pengelolaan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;

Pazal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262] sebagaimana telah diubah beberapa kali
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nemor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49949),

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentathg Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);
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12.

13.

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 55 Tahun 1999 tetang Pembentukan Kabupaten Landak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5950);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BEA

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Landak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.

Bupati adalah Bupati Landak.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPRD adalah
Badan yang mengelola dan memungut Pajak Daerah Kabupaten Landak.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta laut wilayah Kabupaten.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari Transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat Transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti.

Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai
perolehan atas Bumi dan Bangunan yang mendasarkan pada nilai Transaksi
atau Nilai Pasar atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar penghitungan BPHTB.
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Transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak
pembeli dan pihak penjual.

Nilai Pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah
Daerah yang bersangkutan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Tahun Pajak adalah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pihak
yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah Pihak Ketiga yang menerima
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

Dokumen Terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan Hak Atas tanah
dan/atau Bangunan, Dokumen ini dapat berupa Surat perjanjian, Dokumen
Jual Beli, Surat Waris dan lain-lain yang memiliki ketentuan hukum.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat
Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
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Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian SSPD dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian
tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak
Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan, yang
selanjutnya disebut SSPD-BPHTB adalah surat yang digunakan Wajib Pajak
untuk melakukan perhitungan dan pembayaran atau penyetoran pajak
terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati
dan sekaligus untuk melaporkan data Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disebut SPPT, adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang
kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Perintah Pencairan Dana Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
yang selanjutnya disebut SP2D-BPHTB adalah surat yang diterbitkan oleh
Bupati sebagai sarana untuk pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.
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Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
yang terdapat dalam SPPT, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPD Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Peninjauan Kembali adalah Putusan Mahkamah Agung atas
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh
Bupati terhadap Putusan Banding atau putusan gugatan dari badan peradilan
pajak.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal
penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan dari satu pihak ke
pihak lain.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut
PBB-P2 adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasali,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut NOP, adalah nomor identitas
Objek Pajak yang bersifat unik, tetap dan standar.

Rumah Ibadah adalah Bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus
dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama
secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

Surat Tagihan Denda yang selanjutnya disebut STD, adalah Surat Tagihan
yang berisi tagihan yang harus dibayar oleh PPAT/Notaris/PPAT dan Kepala
Kantor yang membidangi lelang negara pada bank atau tempat pembayaran
lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Sistem Informasi Manajemen PBB-P2, yang selanjutnya disebut SIMPBB-P2
adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan
subjek PBB-P2 sejak dari pengumpulan data melalui pendaftaran, pendataan
dan penilaian, pemberian identitas objek pajak (NOP), perekaman data,
pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran antara lain berupa SPPT,
STTS, DHKP, pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak
sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui pelayanan satu pintu.



47. Pengelolaan BPHTB adalah serangkaian kegiatan yang mencakup seluruh

(1)
(2)

(3)

(4)

rangkaian proses yang wajib dilakukan dalam menerima, menatausahakan,
dan melaporkan BPHTB.

BAB II
OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pemindahan hak karena:

jual beli;

tukar menukar;

hibah;

hibah wasiat;

waris;

pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;

. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha;

13. hadiah; atau

14. hasil lelang non eksekusi

CoNonh W=

b. pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
hak milik;

hak guna usaha

hak guna bangunan

hak pakai

hak milik atas satuan rumah susun; dan

hak pengelolaan.

X NN S

Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

objek pajak yang diperoleh :

a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
balik;

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum,;

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan
peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan
organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau Badan karena wakaf;

e. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain termasuk lelang non eksekusi meskipun dengan tidak adanya
perubahan nama; dan

f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
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(1)

(2)
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(3)

Objek BPHTB untuk kepentingan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf f dapat diklasifikasikan sebagai Bangunan gedung dengan fungsi
keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai bangunan gedung.

Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
terhadap fungsi Bangunan yang terintegrasi/tergabung ke dalam fungsi
keagamaan berupa Bangunan penunjang Rumah Ibadah dengan usaha
dan/atau kegiatan meliputi :

a. kegiatan resepsi, ruang pertemuan, dan sejenisnya;

b. tempat pendidikan; dan

c. sarana yang bersifat komersil.

Pasal 3

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak BPHTB yaitu NPOP.

NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
jual beli adalah harga Transaksi;
tukar menukar adalah Nilai Pasar;
hibah adalah Nilai Pasar;
hibah wasiat adalah Nilai Pasar;
waris/akta pembagian hak bersama adalah Nilai Pasar;
pemasukan dalam peseroan atau Badan hukum lainnya adalah Nilai Pasar;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah Nilai Pasar;
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah Nilai Pasar;
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah Nilai Pasar;
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah Nilai Pasar;
penggabungan usaha adalah Nilai Pasar;
peleburan usaha adalah Nilai Pasar;
. pemekaran usaha adalah Nilai Pasar;
hadiah adalah Nilai Pasar; dan/atau
penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga Transaksi yang tercantum
dalam risalah lelang.
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Apabila NPOP BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai
dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang
digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan
Bangunan.
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Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan
Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan
Bangunan.

Besarnya NPOPTKP BPHTB ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh
juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak BPHTB.

Dalam hal perolehan hak karena waris/akta pembagian hak bersama atau
hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu
derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri,
NPOPTKP BPHTB ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

Dalam hal seseorang memperoleh 1 (satu) atau lebih hak atas tanah yang
berasal dari 1 (satu) kepemilikan atau 1 (satu) NOP maka besarnya NPOPTKP
BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan 1 (satu) kali.

Pengenaan NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) hanya
diberikan 1 (satu) kali kepada setiap Wajib Pajak dalam masa Tahun Pajak.

Bupati dapat menetapkan Nilai Pasar berdasarkan Zona Nilai Pasar BPHTB.

Pasal 5

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

(1)

(2)

Pasal 6

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan BPHTB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP
BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) atau dengan
rumus: BPHTB = 5% x (NPOP-NPOPTKP);

Cara penghitungan BPHTB ditetapkan sebagai berikut :
a. bila NPOP digunakan sebagai dasar pengenaan :
NPOP — NPOPTKP = NPOPKP x 5% = Pajak Yang Terutang

b. bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan :
NJOP - NPOPTKP = NPOPKP x 5% = Pajak Yang Terutang.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7

BPHTB dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 8

Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
melalui PPAT/Notaris/PPATS atau Pejabat Lelang sesuai peraturan
perundangan.

PPAT/Notaris/PPATS atau pejabat lelang melakukan Penelitian atas objek
pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 9

Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD-BPHTB serta membayar sendiri
pajak terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Bupati.

PPAT/Notaris/PPATS atau kepala kantor yang membidangi lelang negara
menandatangani SSPD-BPHTB.

SSPD-BPHTB dibuat rangkap 6, terdiri dari :

a. lembar 1 untuk Wajib Pajak;

b. lembar 2 untuk PPAT/Notaris/PPATS atau Kepala Kantor yang membidangi
lelang negara;

c. lembar 3 untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran;

d. lembar 4 untuk BPRD sebagai lampiran permohonan penelitian;

e. lembar 5 untuk Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati;
dan

f. lembar 6 untuk Bank tempat pembayaran BPHTB.

SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SSPD-BPHTB yang
sudah diberi nomor urut oleh BPRD

Penyediaan formulir SSPD-BPHTB diselenggarakan oleh BPRD.

Format formulir SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 10

BPRD melakukan Penelitian atas SSPD-BPHTB.

Setiap formulir pembayaran SSPD-BPHTB, wajib diajukan oleh Wajib Pajak
untuk diteliti/validasi oleh BPRD.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. mencocokkan kebenaran NOP dengan NJOP yang ada di SIMPBB-P2;

b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD-BPHTB; dan/atau

c. mencocokkan kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD-BPHTB.

Tata cara Penelitian SSPD-BPHTB adalah sebagai berikut :

a. Wajib Pajak selaku penerima hak yang mengajukan permohonan penelitian
SSPD-BPHTB yang telah dibayarkan dengan menyiapkan dokumen
pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian SSPD-BPHTB terdiri atas :

1. SSPD-BPHTB yang telah dicap dan  ditandatangani oleh
PPATS/PPATS/kepala kantor lelang;



7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

bukti penerimaan setoran Bank;

fotokopi SPPT;

fotokopi STTS/struk ATM bukti pembayaran PBB/bukti pelunasan PBB
tahun berjalan;

fotokopi identitas Wajib Pajak (KTP, KK, dokumen kepegawaian, SK
pensiun, dll);

fotokopi akta jual beli/akta hibah/SK BPN/akta waris/risalah lelang/
SK. BPN/putusan pengadilan/dokumen akta pemindahan hak lainnya,;
fotokopi bukti kepemilikan /penguasaan/ pemanfaatan tanah/surat
keputusan instansi berwenang;

surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;

fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak;

fotokopi SSP PPH /surat keterangan bebas PPH;

fotokopi NPWP atau surat pernyataan tidak memiliki NPWP;

fotokopi surat keterangan kematian (khusus untuk waris); dan
dokumen lainnya yang diperlukan.

b. Wajib Pajak mengisi formulir permohonan Penelitian SSPD-BPHTB
kemudian menyerahkan bersama dokumen pendukung kepada BPRD.

c. dalam hal ketentuan pengajuan permohonan Penelitian SSPD-BPHTB
bersama dokumen pendukung telah terpenuhi, BPRD menindak lanjuti
dengan :

1.

10.

meneliti kewajaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen
NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas obyek pajak tertentu (meliputi
perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian hak
pengelolaan), besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus
dibayar;

meneliti SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan
Daerah (NTPD) disertai Bukti Penerimaan Daerah;

mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dan NOP
yang dicantumkan di fotokopi SPPT dengan NOP yang ada di SIMPBB-
P2;

mencocokkan NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam
SSPD-BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi yang ada di
SIMPBB-P2;

mencocokkan NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan
dalam SSPD-BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi yang
ada di SIMPBB-P2;

meneliti pembayaran/pelunasan PBB tahun berjalan yang ada di
SIMPBB-P2;

mencocokkan identitas Wajib Pajak dalam SSPD-BPHTB dengan bukti
foto copy identitas;

meneliti harga Transaksi/Nilai Pasar/nilai lelang yang tercantum dalam
SSPD-BPHTB dengan akta jual beli/akta hibah/risalah lelang/DlIl;
mecocokkan data dengan bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan
tanah; dan/atau

mencocokan luas tanah yang dialihkan dalam SSPD-BPHTB dengan
bukti kepemilikan /penguasaan/pemanfaatan tanah/keputusan instansi
berwenang.

(5) BPRD dapat melakukan Penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran atas
data SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung.



(6)

(7)

(8)

9)

(1)

(2)

(1)

Hasil penelitian lapangan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan dalam laporan hasil Penelitian lapangan SSPD BPHTB dan
lampiran laporan hasil Penelitian lapangan SSPD BPHTB.

SPPD-BPHTB yang telah diteliti diterbitkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD apabila
terdapat jumlah BPHTB terutang kurang bayar atau terdapat sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda

Penyelesaian permohonan validasi SSPD BPHTB melalui Penelitian lapangan
harus dituangkan dalam berita acara hasil Penelitian lapangan.

Format formulir permohonan Penelitian SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), format laporan hasil penelitian lapangan SSPD BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan format berita acara hasil penelitian
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
SAAT BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERUTANG

Pasal 11

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan untuk :
jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan
haknya ke kantor bidang pertanahan;
pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah sejak
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat
dan ditandatanganinya akta;
h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
j- pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta;
peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
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BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

PPAT/Notaris/PPATS hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pejabat lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak.

Kepala kantor pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah
atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak melunasi
BPHTB terutang dengan bukti lunas.

BAB VI
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 13

Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menetapkan, dan membayar
sendiri BPHTB yang terutang.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal apabila berdasarkan hasil Pemeriksaaan atau
keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

d. SKPDLB dalam hal jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak
yang terutang; dan/atau

e. STPD jika Wajib Pajak dikenai sanksi adminsitrasi berupa bunga dan/atau
denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda
sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Apabila pembayaran BPHTB dilakukan di tahun berikutnya setelah tanggal
penetapan akta jual beli, maka nilai perhitungan penetapan BPHTB dihitung
berdasarkan saat terakhir BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak.

Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf e dikenakan atas keterlambatan pembayaran BPHTB.

Sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dimaksud pada ayat (7)
dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak



9)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Format formulir SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 14

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan
SSPD-BPHTB, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Wajib Pajak
melalui Kas Umum Daerah atau rekening penampungan sementara Kas Umum
Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Bank tempat penerimaan pembayaran BPHTB hanya memproses dan menerima
setoran BPHTB dari Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menggunakan
media setor BPHTB berupa SSPD-BPHTB yang telah diberi nomor urut oleh
BPRD.

Pasal 15

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan
keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.

Apabila Wajib Pajak belum menyelesaikan pembayaran sampai dengan jatuh
tempo maka diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain
yang sejenis.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau
surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat
paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa, sita dan lelang dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.



(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda, kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan
karena kesalahannya,;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau
SKPDLB yang tidak benar;

c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT
dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Badan,
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terutangnya BPHTB dengan
memberi alasan yang jelas.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, sudah harus
memberikan keputusan.

Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi maka permohonan
dianggap dikabulkan.

Pasal 17

Pemberian pengurangan BPHTB adalah :

a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan pengurangan kepada Bupati
melalui Badan dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;

b. surat pengajuan permohonan Wajib Pajak secara lengkap sesuai
persyaratan yang ditentukan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak
terutangnya BPHTB;

c. atas permohonan Wajib Pajak kemudian dilakukan penelitian dan
dituangkan dalam berita acara;

d. penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan apabila
dipandang perlu oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk;

e. permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak ditindaklanjuti untuk
diproses pengurangan BPHTBnya;

f. Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak BPHTB terutang sejak
diterimanya surat keputusan dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk;

g. besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
adalah sebesar pokok pajak setelah mendapat pengurangan pajak ditambah
dengan denda pajak sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak
setelah mendapat pengurangan;

h. denda pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dihitung sejak
dikeluarkannya surat keputusan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
sampai dengan tanggal surat keputusan dari Bupati dan/atau Pejabat yang
ditunjuk; dan



i. denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah untuk Wajib
Pajak orang pribadi pensiunan yang memperoleh hak pengalihan hak atas
tanah dan Bangunan sewa-beli rumah negara.

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah

dalam hal :

a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak
yaitu :
1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program

4.

pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah
di bidang pertanahan dan/atau relokasi karena bencana alam di bidang
pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;

Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan
dan telah menguasai tanah dan/atau Bangunan secara fisik lebih dari
20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus yang dibuktikan dengan
surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan dari kepala
kelurahan setempat;

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan rumah sederhana atau rumah susun sederhana atau rumah
sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan
dibayar secara angsuran; atau

Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah

b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu
yaitu :

1.

Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil
ganti rugi pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP paling lama
3 (tiga) bulan setelah uang ganti rugi diterima/diperoleh;

Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter
yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga
Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang
usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah;

Wajib Pajak Badan usaha milik daerah yang melakukan penggabungan
usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa
terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan
persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau
peleburan usaha dari Bupati;

Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam
seperti banjir, tanah longsor, gempa Bumi, gunung meletus atau sebab-
sebab lainnya seperti kebakaran dan huru hara yang terjadi dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
Wajib Pajak orang pribadi dengan status sebagai veteran, Pegawai
Negeri Sipil (PNS) golongan I dan II, Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dengan pangkat tamtama, bintara dan perwira pertama, Polisi Republik
Indonesia (POLRI) dengan pangkat bintara dan perwira pertama,
pensiunan PNS, purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah dinas
Pemerintah atau pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah;

Wajib Pajak orang pribadi dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS) golongan III, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat
perwira menengah, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dengan pangkat
perwira menengah yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan rumah dinas pemerintah atau pemerintah provinsi atau
Pemerintah Daerah;



(3)

(4)

(5)

7. Wajib Pajak orang pribadi dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS) golongan IV, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat
perwira tinggi, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dengan pangkat
perwira tinggi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan
rumah dinas pemerintah atau pemerintah provinsi atau Pemerintah
Daerah;

8. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka
pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI;

9. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan
reasuransi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang
berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal
sebagai kelanjutan dari pelaksanaan keputusan menteri keuangan
tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan
reasuransi; atau

10. Wajib Pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah program
rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh Hak atas Tanah dan
Bangunan melalui program pemerintah dan/atau pemerintah provinsi
dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pertanahan.

Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau
pendidikan yang tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti
asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan
mencari keuntungan, dan rumah sakit swasta milik instansi pelayanan
sosial masyarakat.

Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1
diajukan dengan melampirkan :

a.
b.

C.
d.

fotokopi dokumen kependudukan;

fotokopi keputusan pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah mengenai relokasi bencana,;

surat keterangan tidak mampu dari kepala kelurahan setempat; dan
dokumen lainnya yang diperluan

Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2
diajukan dengan melampirkan :

oo T

fotocopy dokumen kependudukan penanggung jawab Badan;
fotocopy susunan pengurus;

surat pernyataan Wajib Pajak Badan;

surat keterangan penguasan fisik dari kepala kelurahan setempat;
fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB tahun berjalan; dan
dokumen lainnya yang diperluan

Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3
diajukan dengan melampirkan :

a.
b.

th O QO

fotocopy dokumen kependudukan

fotocopy keputusan menteri perumahan rakyat mengenai klasifikasi rumah
dan/atau Bangunan ke dalam rumah sederhana, dan rumah susun
sederhana serta rumah sangat sederhana;

fotocopy akta perikatan jual beli;

fotocopy akad kredit;

fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB tahun berjalan; dan
dokumen lainnya yang diperluan.



(6)

(7)

(8)

9)

(10)

Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4
diajukan dengan melampirkan :

a. fotocopy dokumen kependudukan;

b. fotocopy akta kelahiran;

c. fotocopy akta hibah;

d. fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB tahun berjalan; dan

e. dokumen lainnya yang diperluan

Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1
diajukan dengan melampirkan :

a. fotocopy dokumen kependudukan

b. fotocopy SPPT PBB atas tanah dan/atau Bangunan yang akan dibeli;

c. fotocopy bukti penerimaan ganti rugi; dan

d. dokumen lainnya yang diperluan

Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2
diajukan dengan melampirkan :

fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya;

fotocopy susunan pengurus;

pernyataan krisis ekonomi dan moneter dari pemerintah;

kebijakan Pemerintah mengenai restrukturisasi usaha dan/atau utang
usaha;

laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit
oleh auditor independen;

fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB tahun berjalan;

fotocopy SPT PPH Badan 3 tahun terakhir;

surat keterangan bebas fiscal; dan

dokumen lainnya yang diperluan

oo
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Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3

diajukan dengan melampirkan :

a. fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya;

b. fotocopy susunan pengurus baru;

c. keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka
penggabungan atau peleburan usaha dari pejabat kementerian keuangan;

d. kebijakan pemerintah mengenai restrukturisasi usaha dan/atau utang

usaha;

laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit

oleh Auditor Independen;

fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB tahun berjalan;

fotocopy SPT PPH Badan 3 tahun terakhir;

surat keterangan bebas fiskal; dan

dokumen lainnya yang diperluan.

®
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Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4

diajukan dengan melampirkan :

a. fotocopy dokumen kependudukan;

b. fotocopy keputusan Bupati mengenai bencana;

c. surat keterangan mengenai tidak berfungsinya lagi tanah dan/atau
Bangunan yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lainnya dari
instansi yang berwenang;



(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

d. fotocopy akta tanah;
e. fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB tahun berjalan; dan
f. dokumen lainnya yang diperluan.

Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5, ayat
(2) huruf b angka 6, dan ayat (2) huruf b angka 7 diajukan dengan
melampirkan :

fotocopy dokumen kependudukan;

fotocopy dokumen kepegawaian (khusus bagi PNS, TNI, POLRI);

fotocopy surat keputusan pensiun (khusus bagi pensiun PNS, TNI, POLRI);
fotocopy surat bukti/keterangan sebagai veteran yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang (khusus bagi veteran);

fotocopy surat penetapan pembelian rumah dinas;

fotocopy bukti lunas pembelian rumah dinas;

fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB tahun berjalan; dan
dokumen lainnya yang diperluan

pao o
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Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8

diajukan dengan melampirkan :

fotocopy akta pendirian/penetapan lembaga KORPRI;

fotocopy dokumen kepengurusan KORPRI;

fotocopy izin peruntukan penggunaan tanah;

surat pernyataan mengenai pengadaan tanah untuk perumahan bagi

anggota KORPRI dari dewan pengurus korpri;

e. fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB tahun terakhir berjalan;
dan

f. dokumen lainnya yang diperluan.

aao o

Permohonan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 9
diajukan dengan melampirkan :

fotocopy akta pendirian;

fotocopy akta pendirian anak perusahaan;

fotocopy susunan pengurus;

keputusan menteri keuangan tentang kesehatan keuangan perusahaan
asuransi dan perusahaan reasuransi yang bersangkutan;

fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB tahun terakhir berjalan;
dan

f. surat keterangan bebas fiskal; dan

g. dokumen lainnya yang diperluan.

a0 o
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Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 10
diajukan dengan melampirkan :

a. fotocopy dokumen kependudukan

b. penetapan wilayah yang terkena rehabilitasi dan rekonstruksi dari
pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;

c. penetapan program pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah di bidang pertanahan terkait dengan program
rehabilitasi dan rekonstruksi; dan

d. dokumen lainnya yang diperluan.

Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan
dengan melampirkan :



(1)

(2)

(3)

(1)
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fotocopy dokumen kependudukan penanggung jawab lembaga/yayasan;
fotocopy akta pendirian lembaga/yayasan;

fotocopy susunan pengurus lembaga/yayasan;

administrasi pembukuan atau laporan keuangan lembaga/yayasan;
fotocopy SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB tahun terakhir berjalan;
dan

fotocopy SPT PPH Badan 3 tahun terakhir;

surat keterangan bebas fiskal; dan

dokumen lainnya yang diperluan.

Pasal 18

Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut :

a.

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 3 dan
Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 7;

sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 2,
Pasal 17 ayat huruf a angka 4, Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 17
ayat (2) huruf b angka 2, Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 3, Pasal 17 ayat
(2) huruf b angka 6, Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 8, Pasal 17 ayat (2)
huruf b angka 9, dan Pasal 17 ayat (2) huruf c;

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka
1 dan Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 5; dan/atau

sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 4 dan Pasal
17 ayat (2) huruf b angka 10.

Penyelesaian permohonan pengurangan dapat melalui penelitian yang
dituangkan dalam berita acara.

Format formulir permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud
pada Pasal 17 ayat (2) huruf b dan keputusan pengurangan BPHTB, tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IX
PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan

Pasal 19

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk, atas :

a.
b.
C.
d.

SKPDKB;
SKPDKBT;
SKPDLB; dan
SKPDN



(2)

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan
dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut
perhitungan Wajib Pajak atau penanggung pajak

Pasal 20

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati
melalui BPRD dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti
bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan
tidak benar;

surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan
melampirkan surat kuasa;

surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan
untuk satu Tahun Pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;

permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

tanggal penerimaan surat permohonan keberatan yang dijadikan dasar untuk
memproses keberatan adalah tanggal terima surat permohonan keberatan yang
disampaikan langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada BPRD;

apabila surat permohonan keberatan dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia
atau jasa pengiriman dokumen lainnya, tanggal penerimaan surat permohonan
keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses keberatan adalah tanggal
terima surat permohonan keberatan yang diterima oleh BPRD.

pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak yang terutang
dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 21

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi
masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e,
Kepala Badan dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan
tersebut.

Pasal 22

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, wajib memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya pajak yang terutang.



(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Penyelesaian permohonan keberatan dapat melalui penelitian yang dituangkan
dalam berita acara.

Format surat permohonan keberatan dan keputusan keberatan, tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 23

Dalam hal permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan lapangan dan
hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan keberatan penetapan
pajak daerah.

Terhadap permohonan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan
lapangan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan Pejabat untuk
menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan
hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan keberatan penetapan
pajak daerah.

Pasal 24

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keberatan penetapan pajak Daerah
atau laporan pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23, Bupati menugaskan Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk untuk
membuat telaahan atas keberatan pajak.

Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaporkan hasil telaahan keberatan pajak dan rekapitulasinya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pengajuan Banding

Pasal 25

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan
pajak terhadap keputusan mengenai keberatan pajak yang ditetapkan oleh
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan
keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
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(2)

(3)
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Pasal 26

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Prosedur penanganan banding Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB X
PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

PPAT/Notaris/PPATS, kepala kantor pertanahan dan kepala kantor yang
membidangi pelayanan lelang negara wajib melaporkan pembuatan akta tanah
atau risalah lelang perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada
BPRD paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibuat
laporan BPHTB yang berisi informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB
sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

Tata cara pelaporan meliputi proses pelaporan yang dilakukan oleh
PPAT/Notaris/PPATS dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang
negara dalam pembuatan akta atau risalah lelang perolehan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan kepada Bupati melalui BPRD.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyederhanaan

administrasi perpajakan sehingga dapat digunakan untuk kepentingan:

a. BPHTB; dan

b. data awal adanya perubahan data yuridis dan/atau berikut data fisik atas
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan
hukum mengenai pembuatan akta perolehan/pengalihan/pembebanan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan atau hak milik atas satuan rumah susun.
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Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga melampirkan fotocopy dari
SSPD-BPHTB yang telah dibayarkan dan/atau fotocopy SSPD-BPHTB dengan
nilai NIHIL.

Dalam hal melaporkan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dan surat
kuasa membebankan hak tanggungan, maka nilai tanggungan tidak
dilaporkan.

Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada akta yang dibuat, PPAT/Notaris/PPATS
dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tetap membuat
dan menyampaikan laporan dengan keterangan NIHIL.

Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan
kepada Bupati melalui BPRD, maka BPRD memberikan surat teguran kepada
PPAT/Notaris/PPATS dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang
negara.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 28

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
yang diperiksa;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta
keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang terkait oleh suatu kewajiban untuk
merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh
permintaan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dalam bentuk:
a. Pemeriksaan lengkap; dan
b. Pemeriksaan sederhana

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan
di tempat domisili atau di kantor Wajib Pajak yang diperiksa, meliputi seluruh
Transaksi BPHTB untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya
yang dilakukan dengan menerapkan teknis Pemeriksaan yang pada umumnya
lazim digunakan dalam Pemeriksaan

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dilakukan:



(1)

(2)

(3)

(4)

a. di lapangan, meliputi seluruh Transaksi BPHTB untuk tahun berjalan
dan/atau tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik
pemeriksaan dengan bobot yang sederhana; dan/atau

b. di BPRD, meliputi Transaksi BPHTB tertentu untuk tahun berjalan dengan
menerapkan tehnik Pemeriksaan dengan bobot yang sederhana.

Pasal 30

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan
berpedoman pada norma Pemeriksaan, yang memuat batasan terhadap
pemeriksa dan Wajib Pajak yang diperiksa.

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
laporan hasil Pemeriksaan.

Terhadap temuan hasil Pemeriksaan yang sebagian atau seluruhnya tidak
disetujui oleh Wajib Pajak yang diperiksa, dilakukan pembahasan akhir hasil
Pemeriksaan.

Hasil pembahasan akhir terhadap hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Petugas
Pemeriksa dan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 31

Norma pemeriksaan, pedoman laporan Pemeriksaan dan tata cara Pemeriksaan
untuk BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, apabila:

a.

(1)

(2)

Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2); atau

Wajib Pajak yang diperiksa memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau
dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Pasal 33

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati atau melalui BPRD dengan dilampiri kelengkapan
persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pelunasan BPHTB.

Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan tanggal diterimanya surat pengajuan permohonan oleh
Bupati atau BPRD.



(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah dalam hal:
a. pajak yang dibayar lebih besar dari pajak terhutang yang meliputi:
1. permohonan pengurangan di kabulkan;
2. permohonan keberatan dikabulkan;
3. permohonan banding dikabulkan; dan/atau
4. salah memperhitungkan BPHTB terutang.
b. dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; dan/atau

c. pajak yang terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sebelum akta
ditandatangani, namun perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
tersebut batal.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Atas permohonan pengembalian pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kemudian dilakukan penelitian administrasi dan penelitian
lapangan dan dituangkan dalam berita acara.

Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila
dipandang perlu oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk.

Tata cara pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a. Wajib Pajak pribadi (umum)
pengajuan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Bupati atau BPRD dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-
alasan yang jelas dan dilampiri dengan:

fotokopi KTP WP;

fotokopi NPWP atau surat keterangan tidak mempunya NPWP;

fotokopi KK;

Surat permohonan pengembalian bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu

rupiah) dan/atau dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada

pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;

5. fotokoi akte jual beli/sertifikat (kecuali batal Transaksi), bukti
pembayaran pajak BPHTB dari Bank atau tempat pembayaran lain yang
ditunjuk oleh Bupati;

6. fotokopi akte jual beli/sertifikat (kecuali batal Transaksi), bukti
pembayaran pajak BPHTB dari Bank atau tempat pembayaran lain yang
ditunjuk oleh Bupati;

7. fotokopi lunas PBB 5 tahun berjalan; dan

8. SSPD-BPHTB yang sudah di validasi.

s b=

b. Wajib Pajak Badan
pengajuan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Bupati melalui BPRD dalam bahasa Indonesia disertai dengan
alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan:
1. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. fotokopi susunan pengurus;



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

3. surat permohonan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

4. surat kuasa jika dikuasakan dengan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu
rupiah);

5. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB tahun berjalan; dan

6. fotokopi akte jual beli/sertifikat (kecuali batal Transaksi), bukti
pembayaran pajak BPHTB dari Bank atau tempat pembayaran lain yang
ditunjuk oleh Bupati;

7. SSPD-BPHTB yang sudah di validasi; dan

8. keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka
penggabungan atau peleburan usaha dari Bupati (bagi Badan usaha
milik daerah yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau
peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu
mengadakan likuidasi).

Pasal 34

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan Penelitian dan Penelitian lapangan
terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban
pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Atas permohonan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (3) dan setelah dilakukan permintaan data/bukti, Bupati
menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

Format keputusan penolakan atau pengembalian kelebihan pembayaran
BPHTB, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya maka kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
ditertibkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.



(4)

()

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.

Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran
BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan
terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.

Pasal 36

Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan dari setoran BPHTB
tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang
bersangkutan.

Untuk pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada
tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah yaitu:

a. keputusan Bupati mengenai pengembalian BPHTB,;

b. nota permohonan pencairan dari BPRD kepada BPKAD; dan

c. SKPDLB.

Pasal 37

Prosedur pengembalian lebih bayar BPHTB yang terjadi pada tahun anggaran

berjalan:

a. kepala BPRD mengajukan nota pencairan dana kelebihan penerimaan
BPHTB untuk dibebankan pada rekening penerimaan BPHTB sebagai
pengurang atas rekening tersebut kepada Kepala BPKAD untuk mendapat
persetujuan;

b. berdasarkan persetujuan Kepala BPKAD, bendahara penerimaan membuat

dan mengajukan SPP-LS kepada BPKAD melalui PPK-OPD;

SPP-LS dimaksud, dilampiri dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap;

dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, maka pengguna anggaran

menerbitkan SPM-LS;

e. SPM-LS yang telah diterbitkan selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD;

f. SPM-LS yang telah diterbitkan, selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD
untuk diterbitkan SP2D-BPHTB; dan

g. SP2D-BPHTB yang diterbitkan sebagai dasar Kas Umum Daerah untuk
melakukan kelebihan pembayaran BPHTB ke rekening Wajib Pajak.

a0

Prosedur pengembalian lebih bayar BPHTB yang terjadi pada tahun-tahun

sebelumnya:

a. kepala BPRD mengajukan nota pencairan dana kelebihan penerimaan
BPHTB untuk dibebankan pada belanja tidak terduga kepada BPKAD untuk
mendapat persetujuan;

b. berdasarkan persetujuan BPKAD, bendahara pengeluaran BPKAD membuat

dan mengajukan SPP-LS kepada BPKAD melalui PPK-OPD;

SPP-LS dimaksud, dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah;

dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, maka BPKAD menerbitkan

SPM-LS;

e. SPM-LS yang telah diterbitkan, selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD
untuk diterbitkan SP2D; dan

a0



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

f. berdasarkan SP2D, Kas Umum Daerah melaksanakan pembayaran
kelebihan BPHTB ke rekening Wajib Pajak.

SP2D-BPHTB dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan peruntukan sebagai berikut :

a. lembar ke 1 dan 2 untuk bidang penatausahaan dan akuntansi selaku
penerbit SP2D;

lembar ke 3 untuk bendahara;

lembar ke 4 untuk BPRD;

lembar ke 5 untuk Kas Umum Daerah; dan

lembar ke 6 untuk Bank.

o po o

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila:

a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 39

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Kepala Badan melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang berkategori
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan
sejak pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

(1) PPAT/notaris/PPATS dan kepala kantor lelang negara yang membidangi
pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif
berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
untuk setiap pelanggaran.

(2) PPAT/notaris/PPATS dan kepala kantor lelang negara yang membidangi
pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Bupati memberikan teguran secara tertulis kepada Pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk segera membayar kewajibannya ke Kas
Daerah.

(4) Kepala kantor pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditagih
dengan STD dan merupakan penerimaan Daerah yang dibayarkan ke Kas
Daerah dengan menggunakan STD tersebut, serta mendapatkan bukti
pembayaran yang sah dari Bank yang ditunjuk.

(6) Bentuk dan isi STD sebagai tanda bukti penagihan denda adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Transaksi peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan yang masih dalam proses atau
sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, didasarkan pada Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Landak.

Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Landak Nomor
5 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan Kabupaten Landak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 1o felrorm’ 1020
BUPATI LANDAK,
TTD
: KAROLIN MARGRET NATASA
Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 2o februan' 20te

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD
VINSENSILS
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN feio NOMOR 63 T

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

DARIANUART, SH.
NIP. 19661128 199402 2 001
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NIP. 19661128 198402 2 001



LAMPIRAN I

PERATUURAN BUPATI LANDAK

NOMOR |2 TAHUN 2eo

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BEA FEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A, FORMAT FORMULIE PERMOHONAN PENELITIAN 88PD-BPFHTB

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat : JalanPemaoda Mo, 15, Mgabang, Kabupatenlandak, Kalimantan Barat T8357
Telp (0563) 21363

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SS3PD-BFHTE

Lamnjisan - | {satu) set

Hal : Penyampaian S5FD BFHTE untuk diteliti
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK
Yang bertendatangandibawahini .

MamraWajibPajak

NPWP

Alarnat

Bersama ind mesyampaikan SSPD-BP]-I'I‘B unmhﬁmllu Has pﬂ-u-tﬂu hak #tas tansh danfarsg bangunan sebagal berikut -
Adamnat

KabupatenKota - Landsk

Terlampar dedcumnen sebagai berikist :

(17 S5PO-BPHTES Ash

{3} Foiomopy Lanas PEB Tahan Herjalan

(3} Folocopy Idestintas Wajeh Pajek berupn K TP Penjual dan Pembeli

(4} Surat Permyetaan

(5} Fosocopy Bamu Keluargs (KE) untuk Transaksi Hibak, Hihah Wasiat staw Waris
{6} Fotocopy Sertifikas, SKT, SPT

(7} Burat Kuasa Wajib Prjak

(8} Totocopy Identitas Kunsa Wajih Pajak

(%
Keterangan
wientang Dats yvang tersadis Moabarg, . ... M.
* [ralam Hal dikupasakan Wajib Pajak/Kussa Wajib Pajak
PEMELITIAM

Setelzh El}.‘uhﬂ pemeriksaan dan penelanhan SSPD-BPHTE dan dakumen pendukung dasi Wejth Pzjak, dengen inl
menyata
- Deta objek pajak yang tercantue dabsm SSPD-BPHTE t=lzh sesuai a Tidak
- Nilsi BPHTH terhutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTS telah sesuai | Ya Tidak |
Dakumien pendukung peralehan hak atas tanah/dan bangunan telah fengkap | ¥a | Tidak
E.eteramgnn ;
- Caret vang tedak perfu

Mpabang, .. . PR v ER
Fumgsi Pelayansn




B. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD-BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Adamat - JalanPemuda Mo, 15, Mgabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 78357
Telp (0863) 21363

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN S5PD BPHTH

Mmoo
Tanggal

Yang beriandn tangan di bawah ini
M1
Jahzan

2 Mama
WIF
Jabatan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daersh Kabupaien Landak Nomor ... tanggal
v, Helah melakokan Penelitian Lapamgan S5PD BPHTE pads amgeal ... ... Atas 55P0 BFHTE dari
Wijit: Pajak

Mams

NEWP
Terhadap Objek Pajak Tanah danfatay Banganan ;

Letak Ojek Pajak
Berdasarken penelitian lapangan tersebut diperoleh faktn (terampir), sebagai bahen pertimbangan dalam penslitian S5PD
BPHTE.

Mlergetahul dan Mespesabian Petugas Peneliti
Bepala Badan Pajak dan Retribusi Daerzh

Foa

MIP

]u[p e e p——

W




PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : JalanPemisda Mo 15, Mgabang, KabupatenLandak, Kalimantan Barat TH357
Telp (0563) 21363

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD BPFHTH

Tujwean Penelitain Lapangan S5PD BPHTE -

Hasil Penelitian -
B
b
E

Eesimpulan / Saren

Petugas Peneliti.




C. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD-BFHTB

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat - JalanPamsda No, 15, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 78357
Telp (0563) 21363

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD BPFHTE

Moamsar .
Tanggsl : i PR R i

Yang bertandn tangan di bawah mi
I, Mena R e T
WP 8 Sniniin x
Jehalan .

2. HNmma
NIP
Jebatan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Baden Pajak dan Rewribusi Daersh lhl:mpum Landak Mamor . tanggal

e felah medakukan Peneditian Lapangan SSPD BPHTE pada wnggal . ©io .. Atas SSPD BPHTB dari

Waiib Prjak :
Mama
NPWP
Alnmez

Ts‘g;dm {H:JEkPa;d: T-m:h d.m"nm Ii-m.nn

I

| Letak Objek Pajak

Dhenikian Berita Acara Hasil Penelitian Lapangsn ini dibuat untuk menjadi bahan selanjuteya

hengetahu dan Mengesahikan Penigas Penelst
Kepala Badsn Pajak dan Retribusi Dserah
Kabupaten Landak, i e crrry g
I e e
1
y | | R ¥
W Kepala Sub Bagian .. ...

BUPATI LANDAK,
TTD

) KAROLIN MARGRET NATASA
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

D u .
NIP. 19661128 199402 2 001



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 11 TAHUN 2ei1o
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR [SKPDEE]

FEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat J1. Pemusda, No. 15, Telp, 565121396, Kode Pos 7HR5T

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKR)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

I Tahuin ;

Berdesarkhn Pasal 97 Undang.Undseyg Nomor 28 Tshun 2009 tenizng Pajak Daerah das Foeirib] Daemab, iciah diakuken pemerissn mengesai
pdﬂﬂnmh-qiibnﬂuhuhhmHakﬁmTMdewuhﬂm

Alamai

Amp&d&mhﬁmmﬁdmhmgunmyadmgm'

MOP ok

Letak (rjek Pajek

EslurahanTess

Eecamaten

Eabupaien

Dqﬂnﬂ?ﬂﬁmgiwudi:qu-

Jumlah setores vang sedsh diliks sk

wmummmm.mﬂimiMWEMMmm-mmpm:
. Dmser penpesasm WPOIP il T [ R
(Perda Mo, 3 Tabun 2011) NPOPTRP R
AFHTH | ¢ R AN T
X Pajak veng = Hp. ..
3. Betoran vang sudeh dilslessnakan =Ry
4 lumiah kurasg bavar Pakok Peak =Hp. ...
i Ganksi Admndstresi;
1 Bunga {Passl 97) B i
b Kensiken (Pasal 97) bl e R
| ¢, Jumlah Sanksi Admizistrasi e N B
& Jumlsh vang hnes dibisar =Rp..
. Harap Penyetorun dilakukan melalu: Bendstars Penerimasn ane Kis Docrah (Boek Kallar Cab. Hgsbang)
j.l‘._p-ul:li]ﬂﬂlf.mHMMMMMHEMlMMhﬂElhhhl]ﬂhnﬂjﬂsﬂmiﬂllﬂﬂimdihmm
| Administres: berups Bumga sebesar 2 (dua) persen dari Pokok Pajak.
i Diterima lang ol Naobaag. ...
Ok |
an BUPATI LANDAK '
Fepata Bades Peak den Retribusa Doergh
Kabupalén Landsk,
......................... 1
I: HIF. ..........covereme




B. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN [SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN LANDARK ,
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Azt L Pernuda, Mo, LS, Telp. (363121396, Kode Poa TBIST

SURAT KETETAPAN PATAK DAERAH KURAMG BAYAR TAMBAHAMNSKFIKET)
EEA PERODLEHAN HAK ATAS TAMAH DAN BANGUNAN

E Berdezarian Paeal ﬁLﬂtlg-L'h:hngHunnlﬂ-Tﬂm 20Mr9 teriang Pujak hﬂidﬂhhbﬂlmuummﬂuﬂnm
pelaismanean kewajiban Bea Peruleban Hak Alas Tanzh den E-mtu'hﬁ;;l

I Wama Wajils Pajak
Alama
L = ¢k Ak e b Rt R P J
‘llﬂdpﬂ'ﬂkﬁ-mlﬂjlﬂmmgm1m
HOp
Leask Clljek Pajak
KelmbanTies
Kecmuiinn
Kebupuiea
Dengan BFHTE yang sudsh dikeyvar :
Mamor SFPD-BEHTR
Jemiah seroran vang sodsh dilnicssnsban .,
Dmmmmha-mkﬂmguhnmmnpmghmmp“mﬁmmmmﬂmhh
{Perds No. 3 Tahun 2011) Hmm -!p.
HEOPKF =Hp. .
I BFHTE - B T L
2. Pajek vang terulang = Ry
3, Setoran veeg sudid duaksantkan -E
4 Jumlah birang bavar Pokak Prjak =Rp .
5 Sanbsi Adminisiras:
& Bunga (Pusal 97) =Rp
b Kenaikan {Pazal 97} =Ha
¢ Jumish Sanksi Adminisiresi -fp .
6. Jumlsh vang baros dibeyer -Rp
Dengas Huruf'© ..o
Hmhn&ﬂmﬁlﬁﬂmwﬁlmﬂnﬂﬂmhmnmmmKuﬂiﬂﬂafﬂukmh:tﬁﬂph-g]
ApﬂlluﬂWﬂTmlﬂﬂamEmdﬁ:}tmlimu'hplqhmhtBUhnu}ﬁSRmemmhﬂm
Admimisireei beraps Bungn sehesar 3 (dua) persen dan Pokok Pajek
Detcrinia Langpel Mgabeng,
{¥eh
an BUPAT| LANDAK
Kepaln Raden Pyak dan Reeribisi Dacrak
Kabugaien Landak,
e o isis o g speral 1 ——
BT




C. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR|{SKPDLB)

PEMERINTAH EABLTPATEN LANTIAK

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alsmsa JL Pesmda, Mew 15, Telp. 1560191396, Kode Pos 78357

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAY AR (5
BEA FEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUMAN

——

Berdaswkan Pasal 103 Und-.gi.lndqrhrmzamlmmm-mlm Pemeriksaan atsn Swnl Permobonan Penpembalisn |
Eelebihan Fembayaran Pajak Bea Penolehan Ha katas Tosah dan Bangunan den Wb Pajsk Mo Tanggel ... aias pelskswnamn
focwapiban:

Hama Wajib Peiak
Alanal

b2 perodeban hak atss tangh dan bangunssnya dengan ;
NOF

Letak Oivjek Pagak

KelurahanThse

Kecamutan

Kebuparen

Dengan BFHTE vang sedah dibaysr

Momor SPPO-EPHTR

Tamlahy setoran vang sudah dilaksanakes

D peeneriksaan atsis keterangan lam mmmmpgmmmmmmm hﬂ}w.r!ﬂ'mljlllld.* seruiang adalah l:hlau:hmhi

1. Dasar peogennia KPR = Rp. ..
{Perda Mo, 3 Tabem 2011) NPOPTEP : =Rp e e
NPOPKR | P D
Z  Pajak vamg lematang = Rp.
iy SO " RE s
4. Jumish lehils bavar Pokok Pajak - Rp.
5 Sanksi Administrasi g
x Bungs (Pasal 97) o . T—
b, Kemaikan (Pasal 97 =Hp
- : R i
6. Jumlah pajek vang bebib hayr tidak
schanesnva tenuang = Rp.
Dengan Huraf © L R 2 Y R P T e T e .
Mg - __............ R N T e TR Ll e R A L ==
g e —— =
mnlm gahueg, e
on BUPATI LAMDAK
Kiepads Badan Pajak dan Petribesi Deersh
Fabupaten Landak,




0. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL ISKPDN]

PEMERINTAH KEARIIPATEN LANDARK

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alarrial 1. Peormda, Mo, L5, Telp. HS6321306, Kode Pos TRAST

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL(SKPDM)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGIUNAN

=

WMMWMMMHTMMmmﬁMMWM&hMmMW |
mesgengi peliksansan kewagian Bea Perolchas Hek fdss Tansh dan Bramncgunas berbodap -

bama Wajib Pajak
Alamai

KPWP

Mupﬂuhh-hkmmmw-deng-

wOP

Letak Oibjek Pajak

Eelurshan'Tiesa

Eecammis

Eabupsten

1-...

“ﬂﬁmmmm hmmmmﬂhhﬁhhq“hmnhikmmgqu eriflout -

Diesar pengesaas - =Fp. ..
{Perda Mo 3 Tt 2001} H'FCI'T.'!:F' =Rp . ' ]
BPHTE =Kp. ...
' Fq_:l-:}'-shwln =B
3. Payak vewg echarusnys ddbavar (1) ot | R AR B
4. Pagak veag celah dibevar B i
3. Diperhitungkan pokak paink -Rp :
6. Jaslsh yang dapas diperhiningkan -
[4+5) SRR e
7. Tumilah pajak vang lebih
bavarsecharusnys tidsk (enstang {2-6) -Rp. 0
Deengan Hamal - MIHIL
[Hum&mhm;mu]uhpqukj'muclﬁdﬁaﬂrmbmmm mmﬁamummwmm.nTmm;mpwm
mﬁﬁl: Mgabeng, ...
an BUPATI LANDAK
Elepels Badan Pajak dan Heisibas Daswh
Kahipsten Lamdal,




E. FORMATSURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

FEMERINTAH EABUTATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alarmat J1. Permada, No. 15, Telp. 056351306, Kode Pos TRI5T

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH{STFIY
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

O s L Tahun
=2
i Berdasarkan ...... Undase-Undang Mossor 28 Tabun 2009 teatany Pajak Dacrsh dan Resrivesi Dasrsb, tetah dilakukes pemeriksam mengenai
pelekaunsin krwajibon Bea Porclehan Hak Atss Tansh des Banpuman torhadap ;
I e Woagiti Pk
Alamai
Atas perodehan hiak ates tarah dan ban possnnys desgan ;
HOP
Letakc Cback Pajak
KehmahanThess
Kecamatan
K atromaten
Dari pemeriksasn terschut diatas, penyhitungzn jomish pajektenitang vang masih harus dibmyar adalnh scbagas beribt |
I Pajek yang ierutang mesorut SSPO-BPHTESKPOER BPHTE/SKPDER BPHTE Tahun Rt
2, Telah dibaryar tangzal ,............... ol ST A
3 Pengurangan R
A Jumbsh veng dapet diperhinningkan (2 4 3) SRE
5. Pajak yang kursng bayar {1 - 4)
b Baleh A
o Beoegg (Pasal 97) =Rp.
b Kemikan (Pasal 37) B i
¢ Jumlsh Spekss Admerstrasi )
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6} ) SRR TR
Dienpsn Bl -

1 ﬁ'F'HTlﬂﬂnFl}ﬂkEllﬂlhB-l:lthhmI'lul:.Ma.‘lelhhﬂmfiﬂﬁ!ﬂﬁ]iﬁhﬂ@pﬁgmrimmwﬂuﬁ] heei
sejak tanggal dilerima.

2. Apabels setelah tmgeal tubtemps utang helum dilungs, maka iedakan penagihan sam dilanuikon dengan penesbaes Sl
Paksn, pedakeanmin sty dim lelang,
Dhberima tanggal : Mpbmog, i
by
Eepeda Badan Pajek dan Retrbres: Daerh
Kabupaten Lamdak,
L |
e s i
BUPAT] LANDAK,
TTD

KAROLIN MARGRET NATASA
Salinan sesual dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

L. SH.
NIP. 19661128 1 22001




LAMPIRAN v

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR |2 TAHUN 2220

TEMTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A. FORMAT SURAT FERMOHONAN PENGURANGAN BFHTE

Kepada
Y¥th. Kepals Badan Pajak dan Retrivusi
Hal . Permohonan Pengurangan BPHTE di
Ngabang
Yeng bertands tangan di bewah ini :

Nama R I

Alamat

Mo. HP

Eehaam Wajib Fa;lak,.-'}iuau. '-'-':ajlh Fa,ia.l-c atas ﬂhj'EH pajak -

Lrtak objek pajak

Cweza

Kecamatan

Tahun BFHTE

BFHTE Terutang

Dengan ini mengajukan pengurangan atas BPHTE terutang Tahun Pajak v,
dengan alasan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut -
1. Fotocopy SFFT FBB lunas tahun berjalan

Fotocopy KTP Wajib Pajak

Bural Kuasa Wajibh Pajakbermateral apabila dikuasakan

Fatacopy KTP Kuasa Wajily Pajak apabile diloussakoan

Fotocopy kepemilikan taneh/sertifikat;

Fotocopy bukti ]:H:'I'I.'.!|l:|'.IE.I1 hak [bukti transakesifsurat keterangan hibah/ surat
keterangian waris, surat keterangan hibah wasiat, dil |;

Dokumen lainnya vang diperlukan,

B LA i b

i

Demikian disampaikan agar menjadi bahan pertimbangan dan atas
perhatiannya diucapken terima kagih,

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,




B. FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN BPHTH

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat ; Jalen Permisda Mo, 15, Wgabang, Kebupaten Landak,
Kalimantan Baras T8357Telp (0363) 21363

Membaca

Menimbang

Mengingat

KESATU

KEDUA

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUS] DAERAH
EABUPATEN LANDARK
MOROR ...

TENTAMG

PEMBERIAN PENGLRANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGLUNAN

YAMNG TERLTANG

KEFALA BADAN PAJAK DAN RETRIBLUSI DAERAH KEABUPATEN LANDMK,

Homor: ... Sl Tiigigial o

¢ A, Hasil pemeriksaen atas permohonan pengurangan Bes Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimena dituangkan dalam Berita
Acara Perneriksaan Nomor 2 ... TAREEAD oo

b. Bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alas an untuk mengurangkan besarnya
Bea Perolehan Hiak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapken Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Landak tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan yang Terutang;

1. Peraturan Deerah Kebupaten Landak Nomor .......... Tabin ..., tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

2. Peraturan Bupatl Landek Momor ........... Tahum ... tentang Tata Cara

MEMUTUSEAN :

REFUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN

LANDAK TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROL
TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG. EHAN HAK ATAS

Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan
pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
it Bangunan [BFHTB) yang terutang
Name Wajib Pajak
Alamat Wajib Fajak
Letak Objek Pajak
Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dengan |
.E:it: / ]?:Ta]ﬂh Lelang/ Keputusan Pemberian Hak / Putusan Hakim { Dosumen
nya **) :

= Momor

NOP

Letak Objek Pajak
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten / Kot




KETIGA ! Besuai dengan keputusan sebagalmana dimaksud pada diktum KESATU, maka
hesarnva BPHTH edalah scbhagal berilout @

. BPHTB Terutang S 1 | Pt R ST

b, Hesarnys Pengurangan OB el

¢, .Jumlah BFHTE yang seharusnya dibayar B R 5 e ke g
KEEMPAT ¢ Apahbila dikemudian har! ternyvats terdapat kekeliruan dalam keputusan ini meka

skan dibetillkan sehagaimana mestinya.

KELIMA + Keputusan Kepals Beden Pajek dan Retribual Deerah ind mulal beelaku
sejak tanggal ditetapkan,

Drtetapkan i Hﬂhﬁﬂﬂ
pada tanggal .. AL,

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUEI DAERAH
KABLUPATEN LANDAK,

BUPATI LANDAK,
TTD

KAROLIN MARGRET NATASA
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

NIP. 19661128 1 4DEECI|]1



LAMPIRAN v

FERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 13 TAHUN 2oz o

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A, FORMAT SURAT PERMOHONAN KEBERATAN BPHTB

Lamplran

Kepada
Yth. Kepals Bedan Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Landak
Keberatan atas Ketetapan BPHTB di

Ngabang

Yang bertanda tangan di hawah ini :
Nama ] kbl e i v o

Alamat

Mo, HP

Sebagai Wajih Fa;sk,.f]{uaaa Waj:h Fﬂ.jl!lt -.'L“ ub_'p.'k pajak :
NOP -

Letak objek pajak
[heza

Kecamatan
Tahun BFHTB
BFHTE Terutang

Dengan ini mengajukan keberatan etas SKPDKB/ SKPDKBT,/ SKPDLB/SKPDN Nomor
. Tanggal ... . Tahun Pajak ... .. dengan alasan
Mmumt p-:thl:ungan kaml BFHTE r,el-umng :,rang; ar_hammya adalah sebagsi berikut :

1. Mitai Transalsi/Nilai Pasar = Rp. ..

2, NJOFP PEB = Hpi i
3. NPOP BPHTB = Rp. ..
4. MNPOFTHFR = Bp ..
5. NPOPKFP = Rp, .
6. Taril BFHTH i
7. BPHTE yang terutang = Rp....

1

4. Fowcopy KTP Wajib Pajak

3. Bural Kuasa Wajib Pajukbermaterai apabila dikussakan

4. Fotocopy KTP Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan

5. Fotocopy kepemililan tanah/ sertifikat; dan

6. Fotocopy bukti perolehan hak (bukti transaksi/surat keterangan hibah t
keterangan waris/surat keterangan hibah wasiat, dll ). f e

Demikian disampaikan agar menjadi bahan pertimbangan dan ata
perhatiannya diucapkan terima kasih, ZEies

Wajib Pajak;Kuasa Wajlh Pajak,




B, PORMAT KEPUTUSAN KEBERATAN KETETAPAN BPHTE

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Adamat © Jalan Pemuda Mo, 15, Mgnhang, Kabupeten Landak,
Kalimantan Barst T&33TTedp (0563) 21365

Menimbang

Mengingat

Menetaplan
KESATU

REDLA

KEPUTLISAN KEPALA BADAN PATAK DAN RETRIBUS] DAERAH
KABUPATEM LANDAK

MEMGABULEAN SEBAGIANSELURUHNY AMENOLAK ATAS KEBRERATAN

KETETAPAN BPHTE NOMOR ... TANGGAL ...

KEPALA BADAN FATAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK,

Surst permohosan kebersten atss SEPDERSKPDEBT/SKPDLE/SKPDN Bea Perolefam Hak Atas
Tanah Dar Banguenan stes nama

eI e e gl i
: & bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan hr,l:r:ratau ketetapan BFHTB
atas name Wajlb Pajak/Kussa Wajlb Pajak Nomor . « Tanggal ......... atas
BKPDEE/SKPDHET/SKPDLE/SKFDN Nomor ... Langg,u]: periu

memberikan keputusan mengabulkan ubag:nu.faduruhnya.fmmnlﬂ.k keberatan
atas keltetapan BPHTE dimalkosud;

b, bahwa berdasarkan pertimbangen schagmimana dimaksud dalam a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapaten Daerah Kabupaten Landak

tentang Mtnga.bu1knn hbmanfse[uruhmrEJHmth: Atas Keberatan Ketetapan
BPHTE Nommar .......... TAmggal ...

1. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor .......... Tahun ........... tentang Bea
Perolchan Hak Atas Tenah dan Bangunan;

s ?

2. Peraturan Bupati Landak MNomor .......... Tahum ........ tentang Tata Cara
Pengrlolaan Bea Peralehan Hak Atas Tanah dan Bangunar:,

MEMUTUSHEAN

KEPUTUSBAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH EABUPATEN

LANDAKE TENTANG MEMGABULKAN SEBAGIANSELURUHNYAMENCLAK ATAS
KEBERATAN KETETAPAN BPFHTE WOMOR .. TANGGAL .

Mengabulken seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak permohanan Keberatan
a.tas- SKFDEB/SEPDKET/SKPDLE/SKPDN Bea Perolehan Hak Ates Tanah Dan Banganan kepada

a. Wajib Pajak :
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajit Pajak
NFWP

b, Objek Pajak
Tahun BFHTE
NOP
Letak Objek Pajak
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten/ Kota

Naomor
Tanggal
Pajak Terutang

c. smr;a,.rm:ma:m;smm.rﬂmnﬂ :




EETICA

KEEMPAT

KELIMA

¢ Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada. diktum KESATU, maka

besarnya BPHTB terutang adalah sehesar Rp. ., T, VD] |

s Perhitungan besarmya BPHTE terutang sebagadmana dimaksud pada Diktum KEETIGA

mdakah sebagal berilout

Hilai
HJOP
Uralan whl PED NPOP
'naar 1RF|
plidell
e T R T e
e ] P RTINS PR

: Apebila dikemudian harl ternyate terdapat kekeliman dalem keputusan ini maks

ekan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Eeputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ind mulal berlaku sejak
tanggal ditetaphan,

Ditetapkan di H,Ea.l:nng
pada tanggal ...

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

RIP i vmeii i maienssins

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

NIP. 19661128 199802 2 001




LAMPIRAN Vi

FERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 12 TAHUN zolo

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PROSEDUR PENANGANAN BANDING
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketabhui bahws intensitas asidang di Pengadilan Pajak terus
meningkat seiring dengan pemahaman Wajib Pajak dalam menangani
pengajuan bandingnya, mencermati kondisi tersubut diperlukan persiapan
optimal aparat BPRD vang didukung pengetahuan dan pemahaman terhadap
data pendukung dan peraturan perpajakan yang menjadi dasar pembuatan
Surat Uraian Banding (SUB). Dalam rangka meningkatkan kualitas SUB vang
dapat dipertanggungjawabkan secara vuridis fiscal serta meningkatker
pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya dalam proses penyelesaian banding
atas keputusan Keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu

adanya prosedur penanganan banding Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan,

EUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Bupati eq. Kepala BPRD setelah menerima surat permintaan SUB atau
panggilan siding dari Pengadilan Pajak mendisposisikan kepada Kepala
Bidang yang menangani keberatan dan banding untuk ditindak lanjut;

2. Kepala Bidang yang menangani keberatan dan banding menelit,
mendisposisikan  surat tersebut kepada Kepala Seksi vang
membidanginya untuk menindaklanjuti:

a. Untuk permintaan SUB, disiapkan konsep  dalam jangka waktu
paling lama 2 {dua| bulan sejak diterimanya surat permintaan;

b. Untuk panggilan sidang, ditunjuk petugas yang akan menghadiri dan
mempersiapkan data-data yang diperlukan yaitu:

1) Apabila merupakan siding acara cepat (formil] maka disiapkan
data berupa fotokopi Surat Keputusan Keberatan dan bukt
penyampaiannya, fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB);

2) Apabila merupakan siding acara biasa (materi) maka diteliti dan
dipelajari SUB dan data pendukungnya.

3. Kepala BPRD atas nama Bupati menyampaikan SUB beserta data
pendukungnya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulansejak tanggal diterimanya surat permintaan SUB;

4, Kepala Bidang yang menangani keberatan dan banding atas persetujuan
Kapala BPRD dapat menunjuk petugas untuk melakukan peninjauan
lapangan terhadap obyek pajak yvang disbanding dalam ranghka
mendapatkan data dan gambaran yvang lebih riil dan alourat;

5. Kepala Bidang yang menangani keberatan dan banding mendiskusikan
pokok masalah banding dengan staf lainnya serta membuat rencana dan
strategi untuk menghadapi persidangan;



6. HKepala BPRD membuat Surat Tugas untuk menghadin persidangan di

Pengadilar Pajak

FORMAT DAN MATERI SURAT URAIAN BANDING
Bentuk Surat Uraian Banding terdiridari 3 (tiga) bagian pokok sebagai berikut

%

Tahun Pajak, nomor dan tanggal diterbitkannya SKPDKB, SKFDKBT,
SKPFDN, SKPFDLB BPHTB serta tanggal diterima oleh Wajib Pajak;

Nomor dan tanggal surat pengajuan keberatan Wajib Pajak, serta tanggas
diterima surat pengajuan oleh BPRD;

Nomor dan tanggal keputusan tentang Penyelesaian Keberatan BPHTE
serta tanggal diterima oleh Wajib Pajak;

Nomor dan tanggal surat pengajuan banding Wajib Pajak, serta tanggal
diterima  surat pengajuan  tersebut  oleh  Pengadilan  Pajak,
memenuhi/tidak memenuhi jangka walktu 3 [dga) bulan sebapaimana
dimaksud pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengar
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009,

Wajib Pajak sudah /belum melakukan pembavaran atas pajak terutang;

Kesimpulan bahwa pengajuan banding memenuhi persyaratan formal dan
dapat dilanjutkan kepemeriksaan materi.

URAIAN MATERIAL

Uralan material berkaitan dengan pokck sengketa antara fiskus dengan Wajib
Pajak, hal-hal yang diuraikan dalam bagian ini meliputi :

2.

3.

Data Ketetapan Pajak

a. Dalam hal wajib pajak banding atas kesalahan penetapan agar
diuraikan perhitungan ketetapan pajaknya, apabila uraian perhitungan
jumlah ketetapan pajaknya memerlukan penjelasan lebih rineci dapat
divuraikan dalam lampiran tersendiri,

b. Dalam hal wajib pajak banding atas penstapan pajak dengan alasan
bahwa objek pajak tidak termasuk objek vang dikenakan BPHTB agar
dikemukakan alasan-alasan penetapan obyek pajak tersebut.

Penyelesaian Keberatan wajib Pajak
a. Nemor dan tanggal surat keputusan penyelesaian keberatan:
b. lsi suratkeputusan Penyelesaian Keberatan dapat berupa:
1] Tidak dapat diterima;
2] Menolak;
3) Menerima seluruhnya;
4) Menambah besamya jumlah pajak terutang. Dengan dilampiri
rincian perhitungannya.

Uraian mengenai pengajuan banding Wajib Pajak

Berisi uraian tentang tanggapan Bupati terhadap alasan-alasan, data atau

bukti vang dikemukakan Wajib Pajak dalam pengajuan bandingnya. Dalam

membuat tanggapan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut

a. Tanggapan harus sesuai dengan butir-butir permasalahan yang
dikemukakan WP dalam pengajuan bandingnva baik tanggapan itu
menerima atau pun menolak sangagahan WP;

b. Sanggahan terhadap fakta/bukti yang diajukan oleh Wajib Pajak harus
didukung dengan data transaksi dari PPAT/Keterangan Lurah/Kepala
Desa dan lain-lain;:



¢. Alasan dan fakta/bukti yang di kekemukakan harus berdasarkan
kepada Undang-undang ataupun peraturan lainnya, sehingga dapat
diterima cleh Wajib Pajak untuk keakuratan dan kebenaran data/bukti
maka perlu diadakan pemeriksaan sederhana kantor atau pemeriksaan
sederhana lapangan;

d. Hal-hal yang memeriukan pembuktian dengan undang-undang atau
peraturan lainnva hendaknya ditafsirkan secara benar berdasarkan

petunjuk yang berlaku.

KESIMPULAN SARAN
Berisi uraian tentang :
1. Kesimpulan
a. Menguraikan apakah pemohon banding telah memenuhi syvarat-syarat
formal pengajuan banding;
b. Menguraikan apakah alasan-alasan, data/bukti, danperhitungan yang
ﬁt-:ernuknkan oleh pemohon banding benar/ sebagian benar/ tidak
nar,

2. Usul

a. Agar menclak pengajuan banding dan tetap mempertahankan
ketetapan sesual keputusan Penyelesaian Keberatan yang diterbitkan
Kepala BPRD;

b. Agar mengabulkan sebagian/seluruhnya dengan perhitungan pajak
yang bary;

c. Agar menamhbah besarnya pajak terutang;

d. Agar memutuskan pengajuan banding tidak dapat diterima karena
tidak memenuhi ketentuan formal.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

}'iunf-&p SUB dilampiri data pendukung yang terdiri dari salinan ffotokopi :
SKPDKB/SKPDKET/SKPDN/SKPDLE BPHTE;

S3PD BPFHTE atau bukti pelunasan /pembavaran;

Surat pengajuan keberatan wajib pajak,

Keputusan keberatan dan bukti pengiriman kepada wajib pajal:

Benita Acara Pemeniksaan Sederhana Kantor/Lapangan;

AktafRisalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan
Hakim.

R

BUPATI LANDAK
TTD

_ KAROLIN MARGRET NATASA
Salinan sesuai dengan aslinya

KEFALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
BETDA KABUPATEN LANDAK

NIF. 19661128 195002 2 001
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LAMPIRAN v

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 1+ TAHUN zeze

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHPAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN ATAU PENGEMBALIAN KELEBIHAN

FEMBAYARAN BPHTS

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat - Jalan Pemuda No. 15, Ngabang, Kabupaten
Landak, Kalimantan Barat 78357 Telp (0563) 21363

Membaca

Menimbeang

Mengingat

Menetaplon
KESATU

KELLA

KEPUITUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK
NOMOR ..

TENTAN(G

PENOLAKAN/PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK,

Surat permohonan pengembalian kelebihan p-emha:,':a_ran Bea Pernlehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan atas nama .. -

: A bahwa berdasarkan hasil penelitian permohonan pengembalian pemb.yaran
BPHTBatas dikabulkannye pengajusan pcnmw,fk:hcmmnjp:nmhunan
banding/salah menghitung BPHTE/ atas nama Wajib Pajak .. v
perly memberikan  kepubnsan  menolak/pengembalian ]:r:mtﬁ].raran BPHTEI
dimakswd;

b. bakhwa berdasarkan pertimbengan sebapaimana dimaksud padahuruf a, periu
menetapkan Keputusan  Eepala  Badan  Pendeapatan  Dacreh  tentang
Mennlak Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTE;

1, Peraluran Decrah Kabupaten Landak Nomor ..., Tahun ... tentang Bea
PerolehanHakAtas Tenah danBangunan;

2. Peraturan Bupatl landak Nomor ... Tahun .......... tentang Tata Cara |
Pengelodaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN |

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DaAN RETRIBUS] DAERAH KABUPATEN
LANDAK TENTANG PENOLAKANPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BPFHTE |

Menclak/mengabulkan permohonan pengembalian kelehihan pembayaran BPHTE
sebesar Bp oo | s  kepeda
8. Wajib Pajak :

Wama Wajib Pajak

Alamat Wajib Pejak

NPWE
b. Ohjek Pajak

Tahun BPHTE

MO

Letak Objek Pajak

Eelurahan/ Desa

Kecamatan

Eebupaten ! Kota




KETIGA : Sesual dengan keputusan schagaimana dimaksud pada diktum KESATU, atas |
pertimbangan dari berita acara hasil pemeriksaan ................... dan SKPOLB |
NOMOT «.oovremnees, TADpEAL L
KEEMPAT ¢ Apabila dikemudizn harl temyata erdapat kekeliruan dalacm keputusan ini maka
akan ditetulkan schagaimans mestinya.
KELIMA ' f’-:::putum Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku sejsk tanggal
Itﬁtﬂpll’.ﬂ.l:l..

Ditetapkan di Ngabang

mmm R P T T T R T E T AT
HEFPALA BADAN PAJAE DAN RETRIBUSI DAERAH |
HABUPATEN LANDAK,
BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK
D

NIFP. 19661128 1 2001



LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 12 TAHUN zeza
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

FORMAT SURAT TAGIHAN DENDA (STD)

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat : JalanPemuda No. 15, Mgabang, Kabapatenl andak, Kalimantan Barat 78357

Telp (0563) 21363
SURAT TAGIHAN DENDA
Kepada Yth
7 TR L
Nomor Tanggal peserhitan
Masa Tabun Pagak | ...

Telah dilakukan peoelitian atas kewajiban pelaposan PPAT schagaimana ditentisken dalam pasal 91 ayat (1} UUNo. 28
}'!;h:ntmml?unﬂgz wyat { 1) *} Mo 28 Tahun 2005

NFWP .
Alamat

Il. Dari penelitias tersebut diatas Saudara :
I. Tidak melaporksn pembuatan aita percdehan Hak ate Tansh danfatsu Bamgunan kepads Bupsti Landak, Bulan -

tanpa ada bukti pembavaras BRHTH
HL hupnlah tagibun yang hans dibaver sehesar Bp L

an BUPATI LANDAE
EEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAER AH

EABUPATEM LANDAK,
O :
Keterarsgan
*} Coret yang, tidak periu
BUPATI LANDAK,
TTD

KARQLIN MARGRET NATASA
Salinan sesuai dengan aslinva

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

DARIANL
NIP. 19661128 1 2001




